
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG 

PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya alat kesehatan 
sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, 

manfaat, keselamatan, dan laik pakai guna mendukung 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman dan 

bermutu, perlu dilakukan pemeliharaan alat kesehatan 
yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan; 

b. bahwa pemeliharaan alat kesehatan yang digunakan di

fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal karena
jumlah dan kapasitas sumber daya yang

menyelenggarakan pemeliharaan alat kesehatan masih

terbatas dan tidak seimbang dengan jumlah alat
kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemeliharaan Alat

Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN DI FASILITAS 
PELAYANAN KESEHATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus,

mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat
yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat

orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,

dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi
tubuh.

2. Pemeliharaan Alat Kesehatan adalah suatu kegiatan

menjaga kondisi alat kesehatan agar memenuhi
persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan,

dan laik pakai.

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif,

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan
oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau

masyarakat.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.



 
-3-

BAB II 
PENYELENGGARAAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 2 
(1) Setiap Alat Kesehatan yang digunakan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan harus berfungsi dengan baik sesuai

dengan standar pelayanan, persyaratan mutu,
keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai.

(2) Untuk menjaga Alat Kesehatan berfungsi dengan baik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fasilitas Pelayanan
Kesehatan wajib melakukan Pemeliharaan Alat

Kesehatan.

(3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam menyelenggarakan

Pemeliharaan Alat Kesehatan dapat bekerja sama dengan
pihak lain.

Bagian Kedua 
Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan 

Pasal 3 
(1) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan meliputi:

a. inventarisasi Alat Kesehatan;
b. pemeliharaan promotif;

c. pemeliharaan pemantauan fungsi/inspeksi;

d. pemeliharaan preventif; dan

e. pemeliharaan korektif/perbaikan.
(2) Inventarisasi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pencatatan data

Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
akan dilakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan.

(3) Pemeliharaan promotif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemeliharaan yang
bersifat memberikan petunjuk penggunaan atau

pengoperasian Alat Kesehatan.

(4) Pemeliharaan pemantauan fungsi/inspeksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan

pemeliharaan yang bersifat melakukan pemantauan

fungsi pada setiap Alat Kesehatan yang akan digunakan

atau dioperasionalkan.
(5) Pemeliharaan preventif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pemeliharaan yang

bersifat pembersihan, pelumasan, penggantian suku
cadang dan aksesoris yang masa waktunya harus

diganti.

(6) Pemeliharaan korektif/perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan

pemeliharaan yang bersifat perbaikan kerusakan ringan

sampai berat (overhaul).
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Bagian Ketiga 
Penyelenggara Pemeliharaan Alat Kesehatan 

Pasal 4 
(1) Penyelenggara Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

a. unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Rumah
Sakit;

b. unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Pemerintah

Daerah; dan
c. unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik masyarakat.

(2) Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik rumah sakit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
berupa instalasi, unit, bagian, atau bidang yang memiliki

fungsi Pemeliharaan Alat Kesehatan.

(3) Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan unit pelaksana teknis daerah bidang

kesehatan atau unit fungsional pada satuan kerja

perangkat daerah dinas kesehatan.
(4) Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan

perusahaaan berbadan hukum yang bergerak di bidang
Pemeliharaan Alat Kesehatan.

(5) Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik rumah sakit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya
melakukan pemeliharaan terhadap Alat Kesehatan di

rumah sakit tersebut.

(6) Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Pemerintah

Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf c dapat melakukan

pemeliharaan Alat Kesehatan pada setiap Fasilitas

Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5 

(1) Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Pemerintah
Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c harus melakukan

registrasi melalui aplikasi terkait registasi penunjang
pelayanan kesehatan milik Kementerian Kesehatan.

(2) Registrasi Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik

Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan
dokumen yang paling sedikit terdiri atas:

a. nama Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan;

b. alamat; dan
c. surat keputusan pembentukan dari pimpinan

instasi/institusi Pemeliharaan Alat Kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang memiliki

tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan.
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Pasal 6 
(1) Penyelenggara Pemeliharaan Alat Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki 

sumber daya manusia dengan kemampuan di bidang 
Pemeliharaan Alat Kesehatan. 

(2) Kemampuan di bidang Pemeliharaan Alat Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
sertifikat pelatihan dari lembaga pelatihan yang telah

terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7 

Dalam melakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan, 
penyelenggara Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan mengacu pada Pedoman 

Penyelenggaraan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

Bagian Keempat 

Pembiayaan 

Pasal 8 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyediakan biaya 

pemeliharaan paling rendah 4% (empat persen) dari nilai aset 
Alat Kesehatan per tahun. 

BAB III 

PENCATATAN DAN PELAPORAN 

Pasal 9 

(1) Penyelenggara Pemeliharaan Alat Kesehatan wajib
melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan.
(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

a. jenis Alat Kesehatan;
b. jumlah Alat Kesehatan; dan

c. kondisi Alat Kesehatan;

yang telah dilakukan pemeliharaan.

(3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali melalui

aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang

dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 10 

(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan
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masing-masing. 
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan untuk:

a. menjamin tersedianya Alat Kesehatan yang sesuai
standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan,

manfaat, keselamatan, dan laik pakai di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan; dan
b. menjamin keselamatan pengguna, pasien, dan

lingkungan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. sosialisasi dan advokasi;

b. bimbingan teknis;
c. konsultasi;

d. pendidikan dan pelatihan;

e. supervisi; dan/atau

f. monitoring dan evaluasi.

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Maret 2023 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

BUDI G. SADIKIN 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Maret 2023 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,  

ttd 

YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 204
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